
3. Undang-Undarig Nomor ..... /-2-' 

2. Undang-Undau > Nomor 1?. Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 
Norn r 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2907); 

1. Pasal 18 ayat 6 undang-undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonc ·iu Tahun 1945; 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nornor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Pera.turan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumb r dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, Kepala Daerah 
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dirnaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
Bupati Supiori tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rinciun Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten 
Supiori Tahun A {,.garan 2023; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUUAN YANG MAHA ESA 
BUPATl f>UPIORI, 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN '1£ ETAPAN RINCIAN DANA DESA 
SETIAP DESA DI KABUPATEN sn IORI TAHUN ANGGARAN 2023 

TE 1· G 

OMOR 6 't.MIUN 2023 

PE TURAN )jU ATI SUPIORI 

BUPATI SUPIORI 
PROVINSi PAPUA .. 

". 



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 33 l2) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otono!lli 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 
RepubJik Indonesia Nomor 4151) sebagairnana telah diubah 
beberapa k.ali tcra khir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2021 tentangP. rubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Supiori di Provinsi Papua 
(Lembaran N gma Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, 'I'ambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor '7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nom.01· 5495); 

9. Un.dang-Un.dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cita Kerja 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tumbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); \ 

(Lembaran Negara Republik ..... /-3- 

< • 
- 2 - 



19. Peraturan Menteri Dalam ..... /-4~ 

10. Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 
telah diubah tcrakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 220); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
Te tang Peng lompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1012); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 
tentang Pengelol an Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 
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\ 
Pasal 3 ..... /-5- 

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2023, 
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan : 
a. Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Afirmasi; 
c. Alokasi Kinerja dan alokasi formu a yang dihitung dengan memperhatikan 

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan 
geografis setiap desa. 

Pasal 2 

D.A)J II 
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

Dalam Peraturan Bupati Supiori ini yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

'·1. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Mcnteri Dalam Negeri. 

Pasal 1 

BA81 
KETENTOAN UMUM 

PENETAPAN RINClAN DANA DESA 
UI KABUPATEN SUPIORI TAHUN 

PEMBAGIAN DA 
SETIAP DESA 
ANGGARAN 2023. 

PERATURAN BU ATI SUPIORI TENTANG TATA CARA Menetapkan 

MEMUT'O'SKAN : 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 
tentang Batas Daerah Kabupaten Supiori Dengan Kabupaten 
Biak Numfor Provinsi Papua (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 4 Tahun 
2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Supiori (Lembaran Daerah Kabupaten Supiori Tahun 
2016 Nomor 4); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Supiori Nomor 1 Tahun 
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Supiori Tahun 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Supiori Tahun 2023 Nomor 01); 

- Li - 



- \ AF Desa - {(0,10 * Zl) ..... /-6- 

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

Pasal6 

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 h ruf d, dihitung 
berdasarkan datajumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks 
kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau 
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. 

Pasal 5 

,__AA __ D_esa = -t->-0_,_,01 x DQLL. _{( 1,5 x DST) + ( 1 x DT) 
Keteran an --· AA_D_e~~ _ - Alokasi Afirmasi Setiap Desa _ 
DD = Pagt! Dana Desa Nasional _ 

~

ST-----+-= Jumlah Dcsa sangat Tertinggal yang memiliki 
----1-__,_Jumlah penduduk miskin terbanyak 

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah 
---~~~e_ndudukmis!on_._te_r_b_an___...y_ak ~ 

( 1) Alokasi Afirmasi setiap Desa s bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf b diberikan kepada Desa Tcrtinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang 
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. 

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai 'Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. 

(3) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan 
rumus: 

Pasal 4 

Besaran Alokasi Dasar 
Rp. 415.261.000,- 
Rp. 477.550.000,- 
Rp. 539.839.000,- 
Rp. 602.128.000,- - 
Rp. 664.418.000,- 
Rp. 726.707.000,- 
Rp. 788.996.000,- 

Kl aster Jumlah Penduduk Desa --- 
1 l - 100 
2 101 - 500 
3 501 - 1500 

J __ 1501 - 300..Q _ ---- 
4 --- - - --- 5 3001- 5000 ~-- -·- ~ --- - 
6 5001 - 10.000 -- 
7 Lebih dari 10.000 

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung 
berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana 
telah ditetapkan dalam lampiran Pcraturan Menteri Keuangan Nomor 
201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan l.Jana Desa Tahun Anggaran 2023. 

Pasal 3 
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\. Penyaluran Dana Desa ..... /- 7- 

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksus pada ayat ( 1) dilakukan 

melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran 
dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. 

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil 
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari 
Bupati. 

(4) Besaran Pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud padaAyat (1) Terdiri Atas: 
a. Pagu Dana Desa untuk non BLT Desa ; dan 
b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa. 

(5) Pagu Dana Desa untuk BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
merupakan kebutuhan BLT Desa Selama 12 (dua belas) Bulan 

(6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 

40% (empat puluh persen): 
b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat 

bulan Agustus sebesar 40°10 (empat puluh persen): dan 
c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20°10 (dua puluh persen). 

BABIII 
PENYALURA!f DANA DESA 

Pasal 9 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Supiori Tahun 
Anggaran 2023 sebagaimana tercan ·u111 dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Pe aturan Bupati Supiori ini. 

Pasal 8 

lndeks kesulitan geografis Desa sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d 
disusun dan ditetapkan oleh Bupati upiori berdasarkan data dari kementerian 
yang berwenang dan/atau embaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah 
di bidang statistik. 

Pasal 7 

Alokasi Formula setiap Desa 
Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk 
Desa Kabupaten Supioi i 
Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total 
penduduk mis dn Des Kabupaten Supiori 
Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa 
Kabupaten Supiori 
Rasio IKG setiap Des terhadap IKG Desa Kabupaten Supiori 
Alokasi Formula Kabupaten Supiori. 

Keterangan : 
AP' Desa = 
Zl = 

';::2 = 

Z3 = 

Z4 = 
AF Kab/Kota = 

AF Desa = {(0,10 * Zl) + (0,40 'k Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)} * AF Kab/Kota 

- 6 - 



\ b.Tahap II berupa .... /-7- 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (5) 
dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan 
Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan 
ketentuan: 

a. Tahap I berupa: 
1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan 

rincian Dana Desa setiap Desa; 
2. Peraturan Desa mengenai APB Des; dan 
3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. 

b. Tahap II berupa : 
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya; dan 
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I 

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 
50°/o (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan 
paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan 

c. Tahap III berupa: 
1. Laporan realisasi pcnyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai 

dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling 
sedikit sebesar 90°/o (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75°/o (tujuh puluh lima 
persen); dan 

2. Laporan konvergensi penceg.ihan stunting tingkat Desa tahun anggaran 
sebelumnya. 

( 1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat ( 4) 
dilaksanakan setelah kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan 
Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan 
ketentuan: 
a. Tahap I berupa: 

1. Peraturan Bupati mengenai tat.a cara pembagian dan penetapan rincian 
Dana Desa setiap Desa; 

2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan 
3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. 

Pasal 10 

(7) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa 
berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan : 
a. Tahap I paling cepat bulan .Januari da paling lambat bulan Juni sebesar 

60o/o (enam puluh persen) dari pagu dana desa untuk NonBLT dan 
dilakukan paling cepat bulan januari dan paling lam bat bulan Juni; dan 

b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40°/o (empat puluh persen) dari 
pagu Dana Desa untuk non BL'f Desa setiap Desa dan dilakukan paling 
cepat bulan Maret. 

(8) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status desa 
hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks 
Desa. 

'/ - 



2. Laporan konvergensi ..... /-9\ 

(1) Dalam rangka penyarnpaian dokurnen persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1), kepala Desa menyampaikan dokumen 
persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan: 
a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; 
b. Tahap II berupa: 

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 
anggaran sebelumnya; dan 

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap 
l menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 35°/o (tiga puluh lima persen); 
dan 

c. Tahap III berupa: 
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan 
paling sedikit sebesar 90°/o (sembilan puluh persen) dan rata-rata 
capa] an keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh 
puluh lima persen}; dan 

Pasal 11 

(3) Bupati bertanggungjawab untuk meuerbitkan surat kuasa pemindahbukuan 
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat 
(2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat 
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali. 

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan 
huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata 
persentasi capaian keluaran dari seluruh kegiatan. 

(5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf 
b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian 
keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran. 

(6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh 
Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk. 

(7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) 
dan/atau dokumen elektronik (softcopy). 

(8) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah 
melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

b. Tahap II berupa: 
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya; dan 
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 
sebesar 50o/o (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 35°/o (tiga puluh lima persen); 
dan 

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 
anggaran sebelumnya. 

- 8 - 



BAlll lV PENGGUNAAN DANA DESA ..... /-10\, 

(1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran 
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) 
sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan 
dan menjadi sisa Dana esa di RKUN; 

(2) Sisa Dana Desa di ~KUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 
disalurkan kembali pada tahun ar g~aran berikutnya. 

Pasal 12 

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan 
huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata 
persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan; 

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan 
tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume 
keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran; 

(5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan 
dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati 
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur 
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap 
minggu; 

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum 
memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan 
tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran; 

(8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu 
pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. 

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen 
persyarat.an penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan: 
a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan 
b. Tahap II berupa: 

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 
anggaran sebelumnya; 

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap 
I menunjukkan rata rata r ealisasi penyerapan paling sedikit sebesar 
50°/o (lima puluh pers .. n) dan rata-rata capalan keluaran 
menunjukkan paling sedikit sebesar 35o/o (tiga puluh lima persen); 
dan 

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 
anggaran sebelumnya. 

2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 
anggaran sebelusmnya. 

-9- 



(4) Laporan realisasi penyerapan ..... /-11-~ 

(1) Kepala Desa menyampaikan Iaporun realisasi penyerapan dan capaian 
keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: 
a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa; 
b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 

Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan 
c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 

Desa sampai dengan tahap II serta laporan konvergensi pencegahan 
stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun 
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan. 

BAlJV 
PELAPORAN OANA DESA 

Pasal 16 

( l) Kepala Desa bertanggung jawab abs penggunaan Dana Desa. 
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas 

penggunaan Dana Desa. 
(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 

sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait. 

Pasal 15 

( l) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada 
pedoman teknis yang ditetapkan olch Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai 
dari Dana Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan 
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan 
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat 
Desa setempat. 

Pasal 14 

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat yang meliputi peningkatan kualitas hidup, peningkatan 
kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, pencegahan stunting dan 
peningkatan pelayanan pu blik di tingkat Desa ( sesuai dengan prioritas yang 
ditetapkan Menieri Desa, Pembangunun Daerah Tertinggal, dan Transmiqrasi ) . 

(2) Dana Desa dapat digunak n untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk 
dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat 
evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes. 

BAJJ IV 
PE GGUNAAN DANA DESA 

Pasal 13 
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(2} Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum 
tersangka atau putusan pengaclilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Ment.eri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada 
pimpinan lembaga pen.egak hukum atau lembaga peradilan. 

( 12) Dalam hal status ..... /-11 ~ 

( l) Menteri Keuangan dapat menyalurkun kembali Dana Desa yang dihentikan 
penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat ( 5) setelah 
menerima: 
a. Pencabutan dan/ atau pemulihan status hukum tersangka; atau 
b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 
c. Atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa 

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7. 

Pasal 18 

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana di RKD dan/atau 
capaian keluaran Dana Desa. 

(2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati meminta penjelasan kepada 
Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD terse but dan/ atau meminta 
aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan. 

(3) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan 
ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan 
penghentian penyaluran Dana Desa tahun angga.ran berjalan dan/ atau tahun 
anggaran berikutnya. 

(4) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status 
hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan 
lembaga penegak hukum terkait. 

(5) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak 
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), status hukum kepala Desa 
ditetapkan sebagai tersangka, Mentori Keuangan melakukan penghentian 
pcnyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran 
beriku tnya; 

(6) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. 

(7) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan 
setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, 
penghentian penyaluran sebagairnana dimaksud pada ayat (5) mulai 
dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya. 

BAB VI 
SOUS I 
Pa~al 17 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan 
tahap II serta laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun 
anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
disampaikan paling lambat bulan November tahun anggaran berjalan. 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu 
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 
Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada 
Bupati. 
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UPATEN SUPIORI OMOR 06 

Dra 

Uiundangkan di Sorendiweri 
pada Tangg 123 Maret 2023 
SEKRETA ERAH KABUPATEN SUPIORI 

Ditetapkan di Sorendiweri 
pada tanggal 20 Maret 2023 

~ ~ BUPATI SUPIORI,, 

;' 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Supiori. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 
2023. 

Pasal 19 

BAB Vil 
KETENTUAN PENUTUP 
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